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PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON 

 
NOMOR  9  TAHUN   2010 

 

TENTANG 
 

BEA PEROLEHAN HAK  
ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA CIREBON, 

 
Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-

Undang Republik Indonesia  Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, maka salah satu pajak 
daerah yaitu bea perolehan hak atas      
tanah dan bangunan yang semula 
merupakan pajak daerah pusat, dialihkan 
menjadi pajak kabupaten / kota yang perlu 
diatur ketentuannya oleh masing-masing 
kabupaten / kota; 
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 b. bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) merupakan potensi pajak 
daerah yang akan menunjang Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon, maka perlu 
menuangkannya dalam Peraturan Daerah 
Kota Cirebon; 

   
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota 
Besar  dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan dalam 
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 1954 tentang Pengubahan 
Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 
1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang 
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-
Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 551); 

 
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Kitab Undang-Undang Hukum   
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3209); 

   

 

 

 

 

http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/81uu08.pdf
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  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umun dan Tata Cara Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana 
telah beberapakali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4740); 

 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 3686), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2000 tentang Perbahan Atas Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Nomor 3987); 

 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang 
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan  
Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20       Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
130, (Tambahan Lembaran Negara Republik 
Nomor 3988); 
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 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004  Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah beberapakali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/83uu06.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/97uu019.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/97uu021.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/03uu017.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu01.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu010.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu032.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu033.pdf
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11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan  Retribusi Daerah  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun  2005 
tentang Pedoman Pembinaan          dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / 
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4741); 

6 

 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2010 Nomor 
22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5104); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan 
Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur 
sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5107); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59  Tahun 
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1985 tentang 
Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang 
Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran 
Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana 
(Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Cirebon Tahun 1986 Nomor 4 Seri D); 

 

 

 

 

http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/09uu028.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/05pp055.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/05pp058.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/05pp079.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/07pp038.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/07pp041.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/10pp016.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/10pp019.pdf
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21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang 
Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Cirebon Nomor 9 Seri E); 

22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang 
Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Cirebon Nomor 19 Seri D); 

23. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah 
pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Nomor 21 Seri D); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON 

dan 

WALIKOTA CIREBON 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG BEA 
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN 
BANGUNAN (BPHTB). 
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BAB  I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Kota adalah Cirebon. 

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon. 

3. Walikota adalah Walikota Cirebon. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang 
melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendapatan     
di lingkungan Pemerintah  Kota Cirebon. 

5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat Kepala SKPD adalah pimpinan, perencana, 
pelaksana, pengoordinasi, penyelenggara pelayanan        
dan pengendalian SKPD dalam melaksanakan urusan 
pemerintahan bidang pendapatan di lingkungan Pemerintah  
Kota Cirebon. 

6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cirebon pada 
Bank Jabar Banten Cabang Cirebon. 

7. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat 
dikenakan pajak. 

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang 
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah. 

9. Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBP 
adalah tanda atau surat yang digunakan Wajib Pajak untuk 
melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang 
terutang ke Kas Daerah dan atau ke tempat lain yang 
ditetapkan oleh Walikota. 

http://www.bphn.go.id/
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10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak 
yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, 
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran, pokok 
pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih 
harus dibayar. 

11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan 
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah 
pajak yang telah ditetapkan. 

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak 
yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak 
karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang 
terutang atau tidak seharusnya terutang. 

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya 
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya 
dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan 
tidak ada kredit pajak. 

14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang 
telah menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 
cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang 
ditunjuk oleh Walikota. 

15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau 
sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 

16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh 
Wajib Pajak pada suatu saat dalam masa pajak dalam tahun 
pajak, atau dalam bagian tahun pajak, sebagaimana 
tercantum dalam  SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan 
STPD. 
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17. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi 
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan 
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan 
nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, 
Perkumpulan, firma, kongsi, Koperasi, Yayasan atau 
Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk 
usaha tetap serta bentuk usaha lainnya. 

18. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian 
Sengketa Pajak atas Banding terhadap Surat Keputusan 
Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

19. Surat Paksa adalah Surat Perintah Membayar Utang Pajak 
dan Biaya Penagihan Pajak. 

20. Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat 
SKP adalah suatu surat keputusan untuk membetulkan 
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan 
dalam penerapan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKT, 
SKPDKBT, SKPDLB atau STPD. 

21. Surat Keputusan Keberatan yangs selanjutnya disingkat 
SKK adalah surat keputusan atas keberatan terhadap 
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau terhadap 
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang 
diajukan oleh Wajib Pajak. 

22.  Nilai Jual Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, 
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli 
yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat 
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan 
harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan 
baru, atau NJOP pengganti. 

23. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, yang 
selanjutnya dapat disingkat BPHTB adalah pajak atas 
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 

 
http://www.bphn.go.id/


